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TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STPJ.TTGIS

PELAKSANAAN RENCANA AKSI OPEN GOWRNMENT INDONESA

MENTTRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPAI/. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang

Mengingat

a.

b.

c.

d.

1.

2.

bahwa sejalan der.rgan Undan8-UndanS Nonror 14 Tahun 2008
terltanS Ketel'bukaan lnformasi Publik, Penterintah sebagai anqgota

kteerins conunittee) (\rn Govetnntent Partnership mendukung
keterbukaan irrformasi publik sesuai dengan aspirasi dan komitmen
untuk mewujudkan transparasi, partisipasi publik, dan akuntabilitas
dalam pelaksanaan sistenr pemerintahanl

bahwa Open Governnrcnt Indonesrh nrerupakan komitmen Pemerintah

terhadap Open Governnrcltt Part ership,yang terttang dalam rencana

aksi tahunan yang nrenrellukar, koordinasi strate8is antarinstansi
pemerintah dan pernangku kepentingan untuk mendukung
pelaksanaarr, pnrantauan, dan evaluasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagainrana dimaksud dalarlr

huruf a dan huruf b, perlu rnentbentuk Titrr Koordinasi StrateSis

Pelaksanaan Rencana Aksi Olxn Governntertt Indonesi4

bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantunt dalam Lampiran

Keputusan ini dianggap ntampu dan memenuhi persyaratan utlluk
ducluk dan melaksanakan tugas sebagai anSSota Tim Koordinasi

StrateSis Pelaksanaan Rencana Aksi Open Government Indonesia:

Undang-Undang Notnor 25 Tahun 2OO4 tentatlS Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahur.t

2OO4 Nonlor l04, Tantbahau lrntbaran Negarz Republik Indonesia

Nomor 4421);

Undang-UndanS Nonlor 14 Tahun 2OO8 tentang Keterbukaan

Informasi Pubtik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 61);

3. Undan8- UndanS ...



Menetapkall

PERTAMA

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentant Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran ZO78 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan
lembata'n Negara Republik Indonesia Nomor 6138);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Ta}:r,;r. 2073 tentang Tata Cara

Pelaksanaan AnBB ran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Ne8ara;

6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentanS Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional;

7 . Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 201 5 tentang Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah denSan Peraturan

Presiden Nomor 20 Tahun 2O1,6;

8. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentanS Penetapan

Kean8Sotaan Indonesia pada Open Govern nten t Partnersh ip,

9. Peraturarl Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nonlor 4 Talr':'m 2076
tentang organisasi dan Tata Keria Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,

xbagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Petencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Nomor 6 Tahun 201 7;

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2076

tentan8 Perenc anaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan

Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERXNCANAAN PEMBANGI.JNAN

NASIONAL/KEPAI,A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEI-AKSANAAN

RENCANA AKSI OPEN GOWRNMENT INDONESIA.

Membentuk Tim Koordinasi StrateSis Pelaksanaan Rencana Aksi Open

Governntent Indonesia untuk selanjutnya disebut Tinl Koordinasi StrateSis,

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantunl dalam Lampitan

Keputusan ini.

Tim Koordinasi Strate8is terdiri atas Tim PenSarah, Penanggung J awab,Tim

Pelaksana.
KEDUA

KETIGA: ...
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KEEMPAT

KETIGA

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Tim Pengarah bertugas:

a. menetapkan arah kebljakan nasional sebagai landasan pelaksanaan

rencana aksi keterbukaan pemerintah (open government);

b. menetapkan progranl strategis plaksanaan keterbukaan pemerintah
(opn goverument),

c. menyelesaikan permasalahan danhambatan pelaksanaan rencana aksi
yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Pelaksana;

d. menyampaikan laporan secaru berkala atau sewaktu-waktu apabila
diperlukan kepada Ketua Tim Pengarah.

PenanSgunS Jawab bertanggung jawab atas pelaksanaan koordinasi
strateSis dan bertugas memberikan laporan pelaksanaan rencana aksi
*cara berkala kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Ketua Tim
Pengarah.

Tim Pelaksana bertugas:

a. merumuskan kebijakan dan strategi operasional keterbukaan
pemerintah;

b. menyusun rencana aksi keterbukaan pemerintah;

c. memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan rencana aksi

keterbukaan pemerintah;

d. melaksanakan komunikasi dan sosialisasi secara berkala dengan para

penungku kepentingan Gtakeholde rs) ;
e. melaporkan kemajuan pelaksanaan rencana aksi keterbukaan

pemerintah kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab
Kegiatan;

f. melakukan koordinasi lintas instansi dalam rangka pelaksanaan

Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah.

Tenaga Pendukung bertugas:

a. membantu pelaksanaan tuSas Tim Pelaksana menyiapkan, men8olah

data untuk peny'usunan laporan kegiatan koordinasi; dan

b. melaksanakan tugas kesekretaiatan dan tugas lainnya yang

ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim

Koordinasi StrateSis drbebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

NeSara Kementerian Perencanazn Pentbangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional dan sumber-sumbet pendanaan lain
yang tidak mengikat.

KEDELAPAN : ...
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KEDET-A.PAN : Keputuun ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak

langgal 2 Januari 2078.

Ditetapkan di Jakafia
pada tanggal 22 Juni 2Ol8

MENTTRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd.

/t/t-
./ +r'--
RR. Rita Erawati



SALINAN
LAMPIRAN

KEPUTUSAN MXNTERI PPN/
KEPAII, BAPPENAS

NOMOR KEP.88 / M.PPN / HK/ 06 / 20 78

TANGGAT 22 JUNI 2018

: Metlteri PPN/Kepala Bappenas.

: 1. Menteri Luar Negeri;

2. Kepala Staf Kepresidenan.

:1. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan
Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.

2. Direktur Jenderal Multilateral, Kementerian Luar
Negeri;

3. Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-lsu Sosial,

Ekologi dan Budaya Strategis. Kantor Staf Presiden;

4. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah,
Kementerian Dalam Negeri;

5. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik,
Kementerian Komunikasi dan Informatika;

6. Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi;

7 . Ketua Komisi lnformasi Pusat;

8. Sugeng Bahagijo, Direktur Eksekutif Intemational NGO
Forunt on Indonesia Developmenf (INFID).

: Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan,
Kementerian PPN/Bappenas.

A. TIM PENGARAH

Ketua

Wakil Ketua

An&qota

B. PENANGGUNGJAWAB

C. TIM PELAKSANA

Ketua

Anggota

: Direktur Aparatur NeSara, Kementerian PPN/Bappenas.

: l. Direktur Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan
Hidup, Kementerian Luar Negeril

2. Direktur Petencanaan, Evaluasi dan lnformasi

Pembangunan Daerah,, Kementerian Dalant Negeri;

3. Direktur ...

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATTGIS PELAKSANAAN RENCANA AKSI

OPEN G O WRNMENT IND O NES IA



3. Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian

PPN/Bappenas;

4. Direktur Politik Lvar Negeri dan Kerjasama
Pembangunan Internasional, Kementerian
PPN/Bappenas;

5. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian
PPN/Bappenas

6. Direktur Pendanaan Lvar Negeri Multilateral,
Kementerian PPN/Bappenas;

7. Direktur Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi
dan Informatika;

8. Asisten Deputi Perunlusan Kebijakan dan Pengelolaan
Sistem Informasi Pelayanan Publik, Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi;

9. Yenti Nurhidayat, Forum Indonesia untuk Transparansi

Anggaran (FITRA);

10. Agus Salim, Pusat Telaah dan Informasi Regional
(Pattiro);

11. Ahmad Hanafi, Indonesian Parliemantary Center (lPC);

12. Mujtaba Hamdi, Perkumpulan Media Lintas Komunitas
(MediaLink);

13. Hamong Santono, International NGO Forum on
Indonesian Developn real (INFID);

1 4. Hendrik Rosdinar, YAPPIKA-.A ction Aid,

15. Astrid Debora, Indonesian Center for Environmental
Izw (ICEL).

16. Kepala Sub Direktorat Kelembagaan dan Kapasitas

Aparatut Sipil Negara, Direktorat Aparatur Negara,

Kementerian PPN/Bappenas;

17. Kepala Sub Direktorat Kualitas Pelayanan Publik,
Kementerian PPN/Bappenas;

18. Kepala Sub Direktorat Sistem Akuntabilitas Kinerja dan
PenSawasan, Kementeriall PPN/Bappenas;

19. Kepala Sub Direktorat Komunikasi, Direktorat Politik

dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;

20. Kepala Sub Direktorat Kerjasama Pembangunan Global,

Kenlenterian PPN/Bappenas;

21 . Kepala .
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21. Kepala Sub Direktorat Ekonomi dan
Internasional, Kementerian Luar Negeri;

22. Agtng Hikmat, Kantor Staf Presiden;

23. Astuti Budiati, Kementerian PPN/Bappenas.

Ke uallSan

D. TENAGA PENDUKUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

RR.
2r--

Rita Erawati

1. M. Kamin Firdaus, Kementerian PPN/Bappenas;

2. Nuryadi,Kementerian PPN/Bappenas.

MENTTRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEPALA BADAN PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

nd.


